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PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Tkl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan perwalian
yang diajukan oleh:

Nurhamdana A.Ma binti Hasanuddin Dg. Bella, NIK:
7105186210870001, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SD Inpres Matompodalle,
tempat tinggal di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan
Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar, No.Hp: 081356754014, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya,
tanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.TkI
tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan perwalian
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan perwalian anak atas

nama:

Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin, umur 7 tahun, agam islam,
pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di di
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Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Malewang Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

2. Bahwa pemohon dengan Sainuddin bin Rajamang Dg. Tiro telah
menikah pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2008, di rumah orang tua
Pemohon di Lingkungan Malewang, Kelurahan Malewang, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/V/2008, tertanggal
06 Mei 2008

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan Sainuddin bin
Rajamang Dg. Tiro bertempat tinggal di asrama tentara di Lingkungan
Pondang, Kelurahan Amorang, Kecamatan Amorang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama;

- Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin, umur 7 tahun;

4. Bahwa Sainuddin bin Rajamang Dg. Tiro telah meninggal dunia pada
tanggal 29 November 2015, dikebumikan di Desa Gayatri KM 6/7,
Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, berdasarkan
Kutipan Akta Kematian Nomor 378/DKCS/2015, tertanggal 16
Desember 2015;

5. Bahwa anak yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin
tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan
perbuatan hukum;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perwalian anak di
Pengadilan Agama Takalar dengan nomor perkara
76/Pdt.P/2020/Pa.Tkl, namun Pemohon mencabut permohonan
Pemohon tersebut disebabkan Pemohon tidak dapat membuktikan
berkas aslinya

7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari

Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum
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untuk menjadi wali dalam menggantikan segala hal yang timbul untuk
kelengkapan administrasi peralihan gaji pada PT. Asabri (Persero);

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali anak yang bernama Nayla
Azzahra Ramadhani binti Sainuddin

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tetap pada
dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105186210870001 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Takalar, tanggal 7 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya dan distempel pos, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-
193/Kua.21.21.08/Pw.01/X1/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar, tanggal 3 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya dan distempel pos, kemudian oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;
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3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-19082013-0002
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Takalar, tanggal 19 September 2020. Bukti tersebut
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel
Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor
000/298/KMD/X1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan
Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten
Takalar, tanggal 5 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel Pos, kemudian
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 405 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 22 Desember 2015. Bukti
tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok
serta Penempatan dalam Jabatan Bintara Nomor Skep/140-21/11/2004
yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Provinsi Bandung,
tanggal 11 Februari 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan distempel Pos, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) Nomor BD357427
yang dikeluarkan oleh PT ASABRI (PERSERO), tanggal 8 Juni 2004.
Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan
distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan Nomor 0445.1.016885 yang dikeluarkan
oleh Bank BTPN KCP Takalar, tanggal 5 Mei 2017. Bukti tersebut
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel
Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi

sebagai berikut:
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Saksi pertama: H. Muh. Rizal Faizal bin Sinrang umur 50 tahun, agama
Islam, yang merupakan sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nurhamdana;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sainuddin
bin Rajamang Dg Tiro yang telah meninggal dunia pada tanggal 29
November 2019 karena korban kerusuhan di Poso;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai
seorang anak yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti
Sainuddin;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk
mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama Nayla
Azzahra Ramadhani yang masih berusia 7 tahun;

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal yang merawat Nayla
Azzahra adalah Pemohon sendiri dan orang tua Pemohon karena
Pemohon adalah seorang PNS sehingga pada saat bekerja anak
Pemohon bersama orang tua Pemohon dan sejak dalam
pemeliharaan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir batin
diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani Nayla Azzahra serta
Pemohon berprilaku baik dan taat menjalankan agama islam;

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang anggota
TNI Angkatan Darat;

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi setelah suami Pemohon yang
bernama Sainuddin meninggal dunia dan suami Pemohon saat ini
juga sangat baik terhadap Nayla Azzahra layaknya seorang ayah
terhadap anak kandungnya

- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus
kelengkapan administrasi peralihan gaji pada PT. Asabri (Persero)
kepada Nayla Azzahra Ramadhani namun karena usianya belum

cukup umur maka Pemohon mengajukan perwalian;
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Saksi kedua: Juhardiman bin Hasanuddin, umur 26 tahun, agama Islam,
yang merupakan adik kandung Pemohon, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nurhamdana;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sainuddin
bin Rajamang Dg Tiro yang telah meninggal dunia pada tanggal 29
November 2019 karena sakit;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai
seorang anak yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti
Sainuddin;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk
mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama Nayla
Azzahra Ramadhani yang masih berusia 7 tahun;

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal yang merawat Nayla
Azzahra adalah Pemohon sendiri dan orang tua Pemohon dan sejak
dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera
diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani Nayla Azzahra serta
Pemohon berprilaku baik dan tidak bersifat boros;

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang anggota
TNI Angkatan Darat;

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Mubh.
Jabir Bonto setelah suami Pemohon yang bernama Sainuddin
meninggal dunia dan suami Pemohon saat ini juga sangat baik
terhadap Nayla Azzahra layaknya seorang ayah terhadap anak
kandungnya

- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus
kelengkapan administrasi peralihan gaji pada PT. Asabri (Persero)
kepada Nayla Azzahra Ramadhani namun karena usianya belum

cukup umur maka Pemohon mengajukan perwalian;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya yakni bertetap pada
permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk
kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Ilebih lanjut
tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan
mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam
memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a
angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon termasuk
kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang
masih dibawah umur yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti
Sainuddin dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi
peralihan gaji pada PT. Asabri (Persero);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai
dengan P.4 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 telah bermeterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut
telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888
KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat

diterima sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2020/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik
yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran, keduanya merupakan akta otentik dimana P.3 atas nama Nayla
Azzahra Ramadhani lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dari pasangan
Sainuddin dan Nurhamdana, maka harus dinyatakan Pemohon dan
Sainuddin adalah suami istri yang sah dan terbukti pula bahwa anak yang
bernama Nayla Azzahra Ramadhani adalah anak kandung Pemohon dan
Sainuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa keterangan Kematian dan
Penguburan atas nama Sainuddin merupakan akta otentik yang
menjelaskan bahwa Sainuddin (suami Pemohon) telah meninggal dunia
pada tanggal 29 November 2015 dan dikuburkan pada tanggal 1
Desember 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu patut
dinyatakan terbukti Sainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 29
November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat
keterangan ahli waris merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh
Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Pondang dan Camat Amurang
Timur, menerangkan bahwa ahli waris dari Sainuddin adalah Pemohon
dan Naylah Azzahra Ramadhani merupakan sebagai petunjuk dan akan
dipertimbangkan lebih lanjut dihubungkan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keputusan
Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam
Jabatan Bintara atas nama Sainuddin merupakan akta otentik yang

menjelaskan bahwa Sainuddin (suami Pemohon) pengangkatan dan
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besaran gaji yang diterima oleh Sainuddin pada Kesatuan TNI Angkatan
Darat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta
relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu patut
dinyatakan terbukti Sainuddin menerima gaji dari kesatuan TNI Angkatan
Darat terhitung sejak 11 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu Tanda Peserta ASABRI
atas nama Sainuddin merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa
Sainuddin (suami Pemohon) tercatat sebagai prajurit pada Kesatuan TNI
Angkatan Darat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu patut
dinyatakan terbukti Sainuddin menerima gaji dari kesatuan TNI Angkatan
Darat terhitung sejak 19 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Buku Tabungan atas nama
Nurhamdana merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa
Nurhamdana mempunyai rekening di Bank BTPN. Bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materill serta relevan dengan dalil
permohonan Pemohon, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti
Nurhamdana (Pemohon) mempunyai rekening di Bank BTPN untuk
peralihan gaji Sainuddin ke rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh
Pemohon adalah saksi yang cakap, berusia lebih dari 15 tahun, telah
disumpah dan memberikan keterangan di hadapan persidangan, sehingga
telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal
171 dan 174 R.Bg. Selain itu kedua saksi Pemohon juga telah
memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan telah
saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta relevan dengan dalil
permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan
keterangan saksi yang diajukan Pemohon, dapat ditemukan fakta hukum

sebagai berikut:
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- Bahwa Nayla Azzahra Ramadhani adalah anak kandung dari
Pemohon;

- Bahwa sejak Sainuddin bin Rajamang Dg. Tiro (suami Pemohon)
meninggal dunia pada tanggal 29 November 2015, Pemohon dibantu
oleh orang tua Pemohon yang merawat dan memelihara Nayla
Azzahra Ramadhani binti Sainuddin hingga sekarang;

- Bahwa selama Nayla Azzahra Ramadhani berada dalam pemeliharaan
Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar bahkan Pemohon
sangat menyayangi, tidak bersifat boros serta bertanggung jawab
terhadap Nayla Azzahra Ramadhani;

- Bahwa meski Pemohon saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki
yang bernama Muh. Jabir Bonto namun suami kedua Pemohon juga
memperlakukan Naylah Azzahra layaknya anak kandungnya sendiri;

- Bahwa Sainuddin (suami Pemohon) adalah seorang Prajurit pada
kesatuan TNI Angkatan Darat;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi peralihan gaji pada PT. Asabri
(Persero) kepada Naylah Azzahra anak Pemohon dan Sainuddin,
namun oleh karena Naylah Azzahra belum cukup umur maka
Pemohon mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan
memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perwalian
yaitu pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang
tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka anak

Pemohon yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin dapat
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ditetapkan berada dibawah kekuasaan wali karena masih dibawah umur
yaitu masih berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
perwalian terhadap Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin meliputi
perwalian terhadap pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang
selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili
anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan
perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap si anak” sesuai pasal 1 angka 5 Undang —Undang
nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari
keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran
sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nayla
Azzahra Ramadhani dan sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan
berkelakuan baik sehingga Pemohon memenuhi syarat dan tidak ada
halangan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum dan
pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Pengadilan Agama
berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu dari Nayla Azzahra Ramadhani
berhak mewakili anaknya tersebut, untuk melakuan tindakan hukum atas
namanya selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 tahun atau
sampai ia menikah;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk
digunakan sebagai kelengkapan administrasi peralihan gaji pada PT.
Asabri (Persero) oleh karena Sainuddin adalah seorang Prajurit pada

kesatuan TNI Angkatan Darat, dimana tindakan seperti itu dapat
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dibenarkan sepanjang hal itu Pemohon lakukan demi kebaikan dan

kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali
bagi anak kandungnya yang bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti
Sainuddin telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dalam tugasnya melakukan
kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang yang berada di bawah
perwaliannya tersebut, maka Pemohon harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya tersebut dan Pemohon dapat dituntut atas kelalaiannya
tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk dalam
lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Pemohon yang bernama Nurhamdana A. Ma binti
Hasanuddin Dg. Bella sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang
bernama Nayla Azzahra Ramadhani binti Sainuddin;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Takalar yang dijatuhkan
pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami oleh kami Padhlilah Mus,
S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI. dan

Bahjah zal Fitri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
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tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI. Padhlilah Mus,S.HI., M.H
Ttd

Bahjah zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon  : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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